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Abstract

This study examines the legal system of community empowerment through the
development of the natural tourism resources of Masongsor Waterfall in Waleo
Village, Kema District, North Minahasa Regency, Indonesia. Masongsor Waterfall
possesses significant ecotourism potential, featuring a height of approximately 100
meters and a scenic natural landscape that offers strong prospects for development
as a regional tourist destination. Despite its potential, the development of this
tourism area faces major challenges, particularly inadequate infrastructure, including

:I:;giLhﬁsltl:fq limited road access extending approximately 9 kilometers to the site. This condition
Received Y highlights the need for greater governmental support and intervention. The
January 14, 2026 objectives of this study are: (1) to identify and analyze the legal regulations governing
Reyvise’ q community empowerment through the development of the Masongsor Waterfall
March 16. 2026 tourism resources in Waleo Village, Kema District, North Minahasa Regency; (2) to
Accepéed examine the implementation of legal provisions related to community empowerment

in the development of the waterfall tourism area; and (3) to formulate a fair and
welfare-oriented model of community empowerment through the sustainable
development of Masongsor Waterfall’s natural tourism resources. The study is
expected to contribute to the development of a legal framework for community
empowerment in the management of natural tourism resources by promoting
community participation, sustainability, and alignment with national development
objectives.
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PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang memiliki kekayaan sumber daya alam yang sangat
besar dan beragam, termasuk potensi wisata alam yang tersebar di berbagai daerah. Potensi
tersebut menjadi salah satu modal penting dalam pembangunan nasional, khususnya dalam
meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui sektor pariwisata. Pengembangan pariwisata
tidak hanya berorientasi pada peningkatan pendapatan daerah, tetapi juga diarahkan untuk
menciptakan pemberdayaan masyarakat berbasis potensi lokal yang berkelanjutan dan
berkeadilan (Soerjono Soekanto, 2014).

Salah satu potensi wisata alam yang memiliki prospek untuk dikembangkan adalah Air
Terjun Masongsor yang terletak di Desa Waleo, Kecamatan Kema, Kabupaten Minahasa Utara.
Objek wisata ini memiliki keunggulan alam berupa air terjun dengan ketinggian kurang lebih 100
meter serta panorama alam yang masih asri dan alami. Potensi tersebut dapat menjadi daya tarik
wisata yang mampu mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat desa melalui pengembangan
usaha wisata, jasa lingkungan, perdagangan, serta kegiatan ekonomi kreatif masyarakat setempat
(Oka A. Yoeti, 2016). Namun demikian, potensi besar tersebut belum didukung oleh infrastruktur
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yang memadai. Berdasarkan kondisi awal di lapangan, akses jalan menuju lokasi wisata sepanjang
kurang lebih 9 kilometer masih mengalami kerusakan dan belum tertata dengan baik, sehingga
menyulitkan masyarakat maupun wisatawan untuk mencapai lokasi secara aman dan nyaman.
Keterbatasan sarana transportasi, minimnya fasilitas penunjang wisata, serta belum optimalnya
keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan objek wisata menyebabkan potensi Air Terjun
Masongsor belum berkembang secara maksimal (Hasil Observasi Awal Desa Waleo, 2026).

Selain itu, pengembangan objek wisata Air Terjun Masongsor masih menghadapi persoalan
hukum dan tata kelola, terutama berkaitan dengan sistem pemberdayaan masyarakat dalam
pemanfaatan sumber daya alam wisata. Pada praktiknya, masyarakat sering kali belum
memperoleh posisi yang kuat dalam pengelolaan dan pemanfaatan potensi wisata daerah. Padahal,
masyarakat lokal merupakan subjek utama yang seharusnya memperoleh manfaat ekonomi, sosial,
dan budaya dari pengembangan kawasan wisata (Satjipto Rahardjo, 2012:67). Secara normatif,
pengembangan pariwisata berbasis pemberdayaan masyarakat telah diatur dalam berbagai
peraturan perundang-undangan. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan
menegaskan bahwa penyelenggaraan kepariwisataan bertujuan meningkatkan kesejahteraan
rakyat, memperluas kesempatan usaha dan lapangan Kkerja, serta mendorong pembangunan
daerah. Selain itu, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memberikan kewenangan
kepada desa untuk mengelola potensi sumber daya alam dan mengembangkan perekonomian
masyarakat desa. Pengaturan tersebut diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009
tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang menekankan prinsip pembangunan
berkelanjutan dalam pemanfaatan sumber daya alam.

Meskipun demikian, implementasi berbagai regulasi tersebut dalam pengembangan objek
wisata berbasis masyarakat di daerah masih belum berjalan secara optimal. Banyak pengembangan
objek wisata alam yang lebih berorientasi pada kepentingan ekonomi semata tanpa
memperhatikan aspek pemberdayaan masyarakat lokal dan keberlanjutan lingkungan. Kondisi ini
menunjukkan adanya kesenjangan (gap) antara norma hukum yang mengatur pemberdayaan
masyarakat dengan pelaksanaannya di lapangan (Lawrence M. Friedman, 1975). Berdasarkan hasil
penelusuran penelitian terdahulu, sebagian besar kajian mengenai pengembangan wisata alam
hanya berfokus pada aspek ekonomi pariwisata, pengelolaan destinasi wisata, dan promosi wisata
daerah. Penelitian lain juga lebih banyak membahas pemberdayaan masyarakat dari perspektif
sosial dan ekonomi tanpa mengkaji secara mendalam sistem hukum yang mengatur hubungan
antara negara, pemerintah daerah, masyarakat, dan pengelolaan sumber daya alam wisata
(Nurhidayati, 2021. Penelitian mengenai pengembangan objek wisata air terjun berbasis sistem
hukum pemberdayaan masyarakat di Kabupaten Minahasa Utara, khususnya di Desa Waleo, masih
sangat terbatas.

Air terjun Masongsor desa Waleo mempunyai daya tarik terutama ketinggian mencapai
kira-kira 100km, sebagai sumber mata air sejak berdirinya desa waleo,dan dapat dijadikan irigasi
dan konon kepercayaan untuk awet muda namun masyarakat belum mendapatkan akses untuk
memanfaatkan potensi sumberdaya alam tersebut, misalnya belum ada sarana dan prasarana serta
infrastruktur yang baik. Diperlukan dukungan dan perhatian pemerintah mengenai hal ini,
kerjasama yang baik antara pemerintah, stakeholders dan masyarakat. Sistem hukum dengan
mengutamakan keadilan dengan adanya keberpihakan pada masyarakat akan dapat mengatasi
masyarakat untuk keluar dari kemiskinan dengan melakukan suatu model sistem hukum
pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan objek wisata air terjun Masongsor desa Waleo
Kecamatan Kema Kabupaten Minahasa Utara Upaya-upaya untuk melindungi masyarakat desa
dalam memanfaatkan sumberdaya alam melalui hukum, baik, regional dan nasional memerlukan
kajian lebih jauh tentang terwujudnya sistem hukum pemberdayaan masyarakat melalui
pengembangan sumberdaya alam terhadap pemajuan tingkat kesejahteraan masyarakat Indonesia.
Selain itu harus diimbangi dengan prinsip-prinsip keadilan berkenaan dengan pemberdayaan
masyarakat melalui pengembangan sumber daya alam di wilayah Indonesia. Dengan demikian
akan dapat dipetakan model sistem hukum pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan
objek wisata air terjun .

Dengan demikian, terdapat research gap berupa belum adanya kajian yang secara khusus
mengintegrasikan aspek sistem hukum, pemberdayaan masyarakat, pengembangan wisata alam,
dan pembangunan infrastruktur dalam pengelolaan objek wisata Air Terjun Masongsor. Selain itu,
belum ditemukan model pemberdayaan masyarakat berbasis hukum yang mampu menjamin
keadilan, partisipasi masyarakat, dan keberlanjutan pengelolaan sumber daya alam wisata di
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kawasan tersebut. Novelty (kebaruan) dalam penelitian ini terletak pada pengkajian sistem hukum
pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan objek wisata Air Terjun Masongsor yang
memadukan aspek regulasi, implementasi hukum, pembangunan infrastruktur, perlindungan
lingkungan hidup, serta partisipasi masyarakat lokal dalam satu model pengelolaan wisata berbasis
keadilan sosial dan kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini juga menawarkan model
pemberdayaan masyarakat berbasis potensi lokal yang menempatkan masyarakat sebagai subjek
utama dalam pengelolaan dan pemanfaatan objek wisata alam secara berkelanjutan (Jimly
Asshiddiqie, 2018).

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini penting dilakukan untuk menganalisis aturan
hukum pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan objek wisata Air Terjun Masongsor,
mengkaji implementasi pelaksanaannya di Desa Waleo, serta merumuskan model pemberdayaan
masyarakat yang berkeadilan dan berkelanjutan dalam pengelolaan sumber daya alam wisata guna
meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mendukung pembangunan daerah.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif-empiris, yaitu penelitian yang
memadukan kajian terhadap norma-norma hukum dengan kondisi nyata yang terjadi di
masyarakat. Penelitian hukum normatif dilakukan melalui penelaahan terhadap berbagai
peraturan perundang-undangan, asas-asas hukum, teori hukum, serta konsep-konsep yang
berkaitan dengan sistem hukum pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan objek wisata
Air Terjun Masongsor di Desa Waleo, Kecamatan Kema, Kabupaten Minahasa Utara. Sementara itu,
penelitian empiris dilakukan untuk mengetahui implementasi aturan hukum serta kondisi sosial
masyarakat dalam pengelolaan dan pengembangan objek wisata tersebut (Soerjono Soekanto,
2014). Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan perundang-undangan
(statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), pendekatan sosiologis
(sociological approach), dan pendekatan kasus (case approach). Pendekatan perundang-undangan
dilakukan dengan menelaah berbagai regulasi yang berkaitan dengan Kkepariwisataan,
pemberdayaan masyarakat, pemerintahan daerah, kehutanan, dan perlindungan lingkungan hidup.
Pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji teori-teori mengenai sistem hukum,
pemberdayaan masyarakat, dan pembangunan berkelanjutan. Pendekatan sosiologis digunakan
untuk melihat secara langsung implementasi hukum di tengah masyarakat, sedangkan pendekatan
kasus dilakukan melalui pengkajian terhadap kondisi nyata pengembangan objek wisata Air Terjun
Masongsor beserta permasalahan hukum dan sosial yang terjadi dalam pengelolaannya (Peter
Mahmud Marzuki, 2017).

Lokasi penelitian dilaksanakan di Desa Waleo, Kecamatan Kema, Kabupaten Minahasa
Utara, Provinsi Sulawesi Utara. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada pertimbangan bahwa Desa
Waleo memiliki potensi wisata alam berupa Air Terjun Masongsor yang cukup besar untuk
dikembangkan sebagai objek wisata berbasis pemberdayaan masyarakat, namun masih
menghadapi berbagai kendala, khususnya pada aspek infrastruktur, pengelolaan, dan implementasi
kebijakan hukum (Hasil Observasi Awal Desa Waleo, 2026). Jenis data yang digunakan dalam
penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh langsung melalui
penelitian lapangan dengan melakukan wawancara terhadap pemerintah desa, tokoh masyarakat,
masyarakat sekitar objek wisata, kelompok pengelola wisata, serta pihak-pihak terkait lainnya yang
memiliki hubungan dengan pengembangan objek wisata Air Terjun Masongsor. Selain itu, observasi
lapangan juga dilakukan untuk melihat secara langsung kondisi objek wisata, akses jalan, fasilitas
pendukung, dan aktivitas masyarakat sekitar kawasan wisata (Lexy J. Moleong, 2018).

Bahan hukum sekunder terdiri atas buku-buku ilmiah, jurnal, hasil penelitian terdahulu,

artikel, dan berbagai literatur yang berkaitan dengan sistem hukum, pemberdayaan masyarakat,
dan pengembangan pariwisata. Sedangkan bahan hukum tersier berupa kamus hukum,
ensiklopedia, dan sumber pendukung lainnya (Amiruddin dan Zainal Asikin, 2016).
Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan, wawancara, dan observasi. Studi
kepustakaan dilakukan untuk memperoleh landasan teoritis dan normatif mengenai sistem hukum
pemberdayaan masyarakat dan pengembangan objek wisata. Wawancara dilakukan secara
langsung dan mendalam (in-depth interview) dengan para informan yang dianggap mengetahui
permasalahan penelitian. Observasi dilakukan untuk memperoleh gambaran nyata mengenai
kondisi objek wisata Air Terjun Masongsor dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaannya
(Sugiyono, 2020).
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Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan metode
deskriptif-analitis. Analisis dilakukan dengan cara mengelompokkan data berdasarkan
permasalahan penelitian, kemudian menghubungkan antara ketentuan hukum yang berlaku
dengan fakta-fakta yang ditemukan di lapangan. Selanjutnya, hasil analisis digunakan untuk
menjelaskan aturan hukum pemberdayaan masyarakat, implementasi pengembangan objek wisata
Air Terjun Masongsor, serta merumuskan model pemberdayaan masyarakat yang berkeadilan dan
berkelanjutan dalam pengelolaan sumber daya alam wisata guna meningkatkan kesejahteraan
masyarakat (Miles dan Huberman, 2014).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Daerah mempunyai kewenangan untuk mengatur pengelolaan potensi sumber daya yang
ada di Desa Waleo agar dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat dan pelestarian
lingkungan. Pengaturan hukum melalui Kebijakan sebagaimana diatur pada pasal 18 UUD 1945
serta pemanfaatan yang diatur dalam pasal 33 UUD 1945 dan pasal 18 Undang-Undang Nomor 32
Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang
Kepariwisataan, lebih khusus lagi sebagaimana diatur dalam pasal Undang-Undang Nomor 21
Tahun 2020 tentang Pemberdayaan Masyarakat.Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 tentang
Pedoman Pembangunan Desa, yaitu: (1) Pemerintah desa menyusun perencanaan pembangunan
desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan
Kabupaten/Kota (2) Pembangunan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh
Pemerintah Desa dengan melibatkan seluruh masyarakat desa dengan semangat gotong royong.

Pembangunan desa merupakan upaya meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa
dalam rangka tersebut maka pemerintah desa harus menyusun perencanaan pembangunan desa
berdasarkan pada kebutuhan dan aspirasi masyarakat, serta memanfaatkan potensi sumber daya
alam yang ada . Kepala Desa adalah penyelenggara pemerintah desa, melaksanakan pembangunan
desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.

Masyarakat Desa merupakan bagian kehidupan dari ekosistem, pelaksanaan hukum harus
sesuai dengan realita masyarakat karena negara, masyarakat dan badan hukum pada dasarnya
merupakan subjek hukum yang dapat menjadi pendukung hak dan kewajiban dalam pengelolaan
dan pemanfaatan sumber daya alam sedangkan yang menjadi objek hukum adalah sumber daya
alam Air Terjun Masongsor di Desa Waleo sehingga pengaturan hukum pengembangan sumber
daya alam harus diwujudkan secara adil berdasarkan sistem hukum nasional.

Figure 1 Pemberdayaan Masyarakat melalui Pengembangan Objek Wisata Air Terjun Masongsor

PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA UTARA
A

KECAMATAN KEM.

antor Desaialee

DESA WALEO
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Penelitian mengenai sistem hukum pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan
objek wisata Air Terjun Masongsor di Desa Waleo, Kecamatan Kema, Kabupaten Minahasa Utara
menunjukkan bahwa objek wisata tersebut memiliki potensi sumber daya alam yang cukup besar
untuk dikembangkan sebagai destinasi wisata alam berbasis masyarakat. Air Terjun Masongsor
memiliki ketinggian kurang lebih 100 meter dengan kondisi lingkungan yang masih alami,
dikelilingi kawasan hutan dan sumber air yang bersih sehingga berpotensi menjadi daya tarik
wisata unggulan di Kabupaten Minahasa Utara. Berdasarkan hasil observasi lapangan, kondisi
geografis kawasan wisata Air Terjun Masongsor masih relatif alami dan belum tersentuh
pembangunan secara optimal. Akses menuju lokasi wisata masih mengalami kendala karena jalan
sepanjang kurang lebih 9 kilometer belum memadai dan sebagian besar masih berupa jalan tanah
dan berbatu. Kondisi tersebut menyebabkan masyarakat maupun wisatawan mengalami kesulitan
untuk mencapai lokasi wisata, terutama pada musim hujan. Selain itu, fasilitas pendukung seperti
tempat parkir, sarana sanitasi, tempat istirahat, papan informasi, dan sarana keamanan wisata
masih sangat terbatas (Hasil Observasi Lapangan Desa Waleo, 2026). Hasil wawancara dengan
masyarakat Desa Waleo menunjukkan bahwa masyarakat pada dasarnya memiliki keinginan yang
kuat untuk mengembangkan objek wisata Air Terjun Masongsor sebagai sumber peningkatan
ekonomi masyarakat desa. Masyarakat berharap adanya perhatian pemerintah daerah dalam
pembangunan infrastruktur jalan, penyediaan fasilitas wisata, dan pembentukan sistem
pengelolaan wisata berbasis masyarakat. Namun demikian, keterbatasan anggaran desa, minimnya
pelatihan sumber daya manusia, dan belum adanya regulasi teknis pengelolaan wisata desa
menjadi faktor penghambat dalam pengembangan kawasan wisata tersebut (Wawancara dengan
Tokoh Masyarakat Desa Waleo, 2026).

Dari aspek hukum, pengembangan objek wisata Air Terjun Masongsor telah memiliki
landasan normatif yang cukup kuat. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang
Kepariwisataan menegaskan bahwa pembangunan kepariwisataan bertujuan untuk meningkatkan
pertumbuhan ekonomi, Kkesejahteraan rakyat, mengurangi kemiskinan, dan melestarikan
lingkungan hidup. Selain itu, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memberikan
kewenangan kepada pemerintah desa untuk mengelola potensi sumber daya alam dan aset desa
guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pengaturan tersebut diperkuat oleh Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang
menekankan prinsip pembangunan berkelanjutan dalam pemanfaatan sumber daya alam.
Meskipun regulasi telah tersedia, implementasi hukum pemberdayaan masyarakat dalam
pengembangan objek wisata Air Terjun Masongsor belum berjalan secara optimal. Berdasarkan
hasil penelitian ditemukan bahwa belum terdapat peraturan desa (Perdes) yang secara khusus
mengatur pengelolaan objek wisata Air Terjun Masongsor. Selain itu, belum terbentuk
kelembagaan masyarakat yang memiliki kewenangan jelas dalam pengelolaan wisata. Akibatnya,
pengelolaan objek wisata masih bersifat informal dan belum terorganisasi dengan baik (Hasil
Wawancara Pemerintah Desa Waleo, 2026).

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa struktur hukum, substansi hukum, dan budaya
hukum dalam pengembangan objek wisata belum berjalan secara sinergis. Menurut teori sistem
hukum Lawrence M. Friedman, efektivitas hukum ditentukan oleh tiga unsur utama yaitu struktur
hukum, substansi hukum, dan budaya hukum (Lawrence M. Friedman, 1975:15). Dalam konteks
pengembangan objek wisata Air Terjun Masongsor, substansi hukum sebenarnya telah tersedia
melalui berbagai regulasi nasional, namun struktur hukum berupa kelembagaan pengelola wisata
dan dukungan pemerintah daerah masih belum optimal. Selain itu, budaya hukum masyarakat
terkait pengelolaan wisata berbasis partisipasi juga masih perlu diperkuat melalui pembinaan dan
pemberdayaan masyarakat.

Dari hasil penelitian juga ditemukan bahwa pengembangan objek wisata Air Terjun Masongsor
berpotensi meningkatkan kesejahteraan masyarakat apabila dikelola secara baik dan
berkelanjutan. Pengembangan wisata dapat membuka peluang usaha masyarakat dalam bidang
perdagangan, jasa transportasi, kuliner, kerajinan tangan, pemandu wisata, dan pengelolaan
homestay. Selain itu, keberadaan objek wisata juga dapat meningkatkan pendapatan asli desa serta
membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat lokal (Oka A. Yoeti, 2016:88).

Namun demikian, pengembangan objek wisata juga harus memperhatikan aspek perlindungan
lingkungan hidup agar tidak menimbulkan kerusakan ekosistem kawasan wisata. Berdasarkan hasil
observasi, kawasan Air Terjun Masongsor masih memiliki kondisi lingkungan yang cukup terjaga
sehingga perlu dilakukan pengelolaan berbasis konservasi dan pembangunan berkelanjutan. Hal ini
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sejalan dengan konsep pembangunan berkelanjutan yang menekankan keseimbangan antara aspek
ekonomi, sosial, dan lingkungan dalam pemanfaatan sumber daya alam (Emil Salim, 2010:54).
Dalam rangka mewujudkan pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan objek wisata Air
Terjun Masongsor, penelitian ini menawarkan model pengembangan wisata berbasis masyarakat
(community based tourism). Model ini menempatkan masyarakat sebagai subjek utama dalam
pengelolaan objek wisata mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, hingga pemanfaatan
hasil pengelolaan wisata. Pemerintah daerah berperan sebagai fasilitator melalui pembangunan
infrastruktur, penyediaan regulasi, pelatihan sumber daya manusia, dan promosi wisata daerah.
Selain itu, diperlukan pembentukan peraturan desa yang mengatur pengelolaan objek wisata Air
Terjun Masongsor secara jelas dan partisipatif. Peraturan desa tersebut dapat mengatur mengenai
pembagian kewenangan pengelolaan, perlindungan lingkungan hidup, pengelolaan pendapatan
wisata, pemberdayaan masyarakat lokal, dan kerja sama dengan pihak ketiga. Dengan adanya
regulasi yang jelas, maka pengembangan objek wisata dapat memberikan kepastian hukum dan
perlindungan terhadap hak-hak masyarakat desa.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tersebut dapat dipahami bahwa pengembangan
objek wisata Air Terjun Masongsor memiliki potensi besar untuk meningkatkan kesejahteraan
masyarakat Desa Waleo. Namun demikian, keberhasilan pengembangan wisata sangat bergantung
pada dukungan infrastruktur, implementasi sistem hukum yang efektif, partisipasi masyarakat, dan
kebijakan pemerintah daerah yang berpihak pada pemberdayaan masyarakat dan pelestarian
lingkungan hidup.

tambahkan penjelesan

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Penelitian mengenai sistem hukum pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan
objek wisata Air Terjun Masongsor di Desa Waleo, Kecamatan Kema, Kabupaten Minahasa Utara
menunjukkan bahwa kawasan wisata tersebut memiliki potensi sumber daya alam yang sangat
besar untuk dikembangkan sebagai destinasi wisata alam berbasis masyarakat. Air Terjun
Masongsor memiliki ketinggian kurang lebih 100 meter dengan kondisi alam yang masih asri,
dikelilingi kawasan hutan, aliran sungai alami, dan lingkungan yang relatif belum mengalami
kerusakan akibat aktivitas industri maupun eksploitasi sumber daya alam secara berlebihan.
Kondisi ini menjadikan Air Terjun Masongsor memiliki nilai strategis sebagai objek wisata yang
dapat mendukung pembangunan ekonomi masyarakat desa sekaligus menjaga kelestarian
lingkungan hidup.

Berdasarkan hasil observasi lapangan, ditemukan bahwa kondisi fisik kawasan wisata
masih belum mendapatkan perhatian serius dari pemerintah daerah, khususnya dalam
pembangunan infrastruktur dasar. Jalan menuju lokasi wisata sepanjang kurang lebih 9 kilometer
masih dalam kondisi rusak dan sebagian besar belum diaspal sehingga sulit dilalui kendaraan roda
dua maupun roda empat, terutama pada musim hujan. Selain itu, belum tersedia fasilitas
pendukung wisata seperti tempat parkir yang layak, sarana sanitasi, tempat istirahat, papan
informasi wisata, penerangan jalan, maupun sistem keamanan bagi pengunjung. Kondisi tersebut
menjadi salah satu faktor utama yang menyebabkan objek wisata Air Terjun Masongsor belum
berkembang secara maksimal dan belum dikenal secara luas oleh wisatawan lokal maupun luar
daerah (Hasil Observasi Lapangan Desa Waleo, 2026).

Hasil wawancara dengan masyarakat Desa Waleo menunjukkan bahwa masyarakat
memiliki harapan besar terhadap pengembangan objek wisata Air Terjun Masongsor karena
dianggap mampu meningkatkan taraf hidup masyarakat melalui pembukaan lapangan pekerjaan
dan kegiatan ekonomi produktif. Masyarakat menyadari bahwa potensi wisata alam yang dimiliki
desa dapat menjadi sumber pendapatan baru apabila dikelola secara baik dan berkelanjutan.
Beberapa masyarakat telah mulai melakukan aktivitas sederhana seperti membuka usaha makanan
dan minuman, menyediakan jasa pemandu lokal, serta menjaga kebersihan kawasan wisata secara
swadaya. Akan tetapi, keterbatasan modal, minimnya pelatihan pengelolaan wisata, dan belum
adanya sistem kelembagaan yang jelas menyebabkan partisipasi masyarakat masih berjalan secara
terbatas (Wawancara dengan Tokoh Masyarakat Desa Waleo, 2026).Berikut Gambar dbawah ini

Dalam perspektif hukum, pengembangan objek wisata Air Terjun Masongsor pada
dasarnya telah memiliki dasar hukum yang cukup kuat. Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang
terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk
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kemakmuran rakyat. Ketentuan konstitusional tersebut memberikan landasan bahwa pengelolaan
sumber daya alam, termasuk objek wisata alam, harus diarahkan untuk meningkatkan
kesejahteraan masyarakat secara adil dan merata. Selain itu, Undang-Undang Nomor 10 Tahun
2009 tentang Kepariwisataan mengatur bahwa pembangunan kepariwisataan bertujuan
meningkatkan pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan rakyat, pengentasan kemiskinan, pelestarian
alam dan lingkungan hidup, serta pemberdayaan masyarakat lokal. Dalam Pasal 5 Undang-Undang
Kepariwisataan disebutkan bahwa penyelenggaraan kepariwisataan harus dilaksanakan dengan
menjunjung tinggi norma agama, budaya, hak asasi manusia, serta memberdayakan masyarakat
setempat. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat lokal harus ditempatkan sebagai subjek utama
dalam pengembangan wisata, bukan sekadar objek pembangunan. Di samping itu, Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memberikan kewenangan kepada desa untuk mengelola
potensi sumber daya alam dan aset desa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Desa memiliki hak untuk membentuk Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang dapat digunakan
sebagai instrumen pengelolaan objek wisata berbasis masyarakat. Namun berdasarkan hasil
penelitian, di Desa Waleo belum terdapat pengelolaan wisata yang terintegrasi melalui BUMDes
maupun kelembagaan resmi lainnya sehingga pengembangan wisata masih berjalan secara
informal dan belum memiliki sistem administrasi maupun pengelolaan keuangan yang jelas.

Penelitian ini juga menemukan bahwa implementasi hukum pemberdayaan masyarakat
dalam pengembangan objek wisata Air Terjun Masongsor belum berjalan efektif. Salah satu
penyebab utama adalah belum adanya peraturan desa (Perdes) yang secara khusus mengatur
pengelolaan objek wisata, pembagian kewenangan, pengelolaan pendapatan, perlindungan
lingkungan hidup, dan partisipasi masyarakat. Akibatnya, belum terdapat kepastian hukum
mengenai siapa yang berwenang mengelola kawasan wisata serta bagaimana mekanisme
pengelolaan dan pembagian manfaat ekonomi bagi masyarakat desa (Hasil Wawancara Pemerintah
Desa Waleo, 2026).

Kondisi tersebut menunjukkan adanya ketidakseimbangan antara substansi hukum dan
implementasi hukum di lapangan. Menurut teori sistem hukum Lawrence M. Friedman,
keberhasilan penegakan hukum dipengaruhi oleh tiga unsur utama yaitu substansi hukum (legal
substance), struktur hukum (legal structure), dan budaya hukum (legal culture) (Lawrence M.
Friedman, 1975). Dalam konteks pengembangan objek wisata Air Terjun Masongsor, substansi
hukum sebenarnya sudah tersedia melalui berbagai regulasi nasional. Akan tetapi, struktur hukum
berupa kelembagaan pengelola wisata dan dukungan pemerintah daerah masih lemah. Selain itu,
budaya hukum masyarakat terkait pengelolaan wisata secara profesional dan partisipatif juga
masih memerlukan pembinaan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

Dari aspek sosial ekonomi, pengembangan objek wisata Air Terjun Masongsor memiliki

peluang besar dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Waleo. Apabila dikelola secara
optimal, objek wisata ini dapat menciptakan peluang usaha baru seperti perdagangan hasil
pertanian lokal, usaha kuliner tradisional, jasa transportasi, penginapan atau homestay, penyewaan
perlengkapan wisata, serta kegiatan ekonomi kreatif lainnya. Kehadiran wisatawan juga dapat
meningkatkan pendapatan masyarakat dan memperkuat ekonomi desa melalui pengelolaan
sumber pendapatan asli desa berbasis wisata (Oka A. Yoeti, 2016).
Namun demikian, pengembangan wisata juga harus memperhatikan aspek keberlanjutan
lingkungan hidup. Berdasarkan hasil observasi lapangan, kawasan Air Terjun Masongsor masih
memiliki ekosistem yang cukup baik sehingga perlu dilakukan pengelolaan berbasis konservasi
agar tidak menimbulkan kerusakan lingkungan akibat aktivitas wisata yang tidak terkendali.
Pembangunan fasilitas wisata harus tetap memperhatikan daya dukung lingkungan, menjaga
kelestarian hutan, kualitas air, serta mencegah terjadinya pencemaran dan kerusakan alam. Hal ini
sejalan dengan konsep pembangunan berkelanjutan yang menekankan keseimbangan antara
pembangunan ekonomi, perlindungan lingkungan hidup, dan kesejahteraan sosial masyarakat
(Emil Salim, 2010).

Berdasarkan hasil penelitian, model pemberdayaan masyarakat yang tepat dalam
pengembangan objek wisata Air Terjun Masongsor adalah model community based tourism atau
pariwisata berbasis masyarakat. Model ini menempatkan masyarakat sebagai pelaku utama dalam
seluruh proses pengelolaan wisata, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan,
hingga pemanfaatan hasil pengelolaan wisata. Pemerintah daerah berperan sebagai fasilitator
dalam penyediaan infrastruktur, pelatihan sumber daya manusia, penyusunan regulasi, dan
promosi wisata daerah. Selain itu, diperlukan pembentukan peraturan desa yang mengatur secara
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jelas mekanisme pengelolaan objek wisata Air Terjun Masongsor. Peraturan desa tersebut perlu
memuat ketentuan mengenai kelembagaan pengelola wisata, pembagian hasil pendapatan,
perlindungan lingkungan hidup, pemberdayaan masyarakat lokal, dan kerja sama dengan pihak
ketiga. Dengan adanya regulasi yang jelas dan partisipatif, maka pengembangan objek wisata dapat
memberikan kepastian hukum, meningkatkan partisipasi masyarakat, dan menciptakan
pengelolaan wisata yang berkeadilan serta berkelanjutan.

Dengan demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa pengembangan objek wisata Air
Terjun Masongsor memiliki potensi besar dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa
Waleo. Akan tetapi, keberhasilan pengembangan wisata tersebut sangat bergantung pada
dukungan pembangunan infrastruktur, efektivitas implementasi hukum, penguatan kelembagaan
masyarakat, partisipasi masyarakat lokal, serta komitmen pemerintah daerah dalam mewujudkan
pembangunan pariwisata berbasis pemberdayaan masyarakat dan pelestarian lingkungan hidup.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai sistem hukum pemberdayaan
masyarakat melalui pengembangan objek wisata Air Terjun Masongsor di Desa Waleo, Kecamatan
Kema, Kabupaten Minahasa Utara, dapat disimpulkan bahwa Air Terjun Masongsor memiliki
potensi sumber daya alam yang sangat besar untuk dikembangkan sebagai destinasi wisata
berbasis masyarakat. Potensi tersebut ditunjukkan melalui keindahan alam, ketinggian air terjun
kurang lebih 100 meter, serta kondisi lingkungan yang masih alami dan relatif terjaga.

Namun demikian, pengembangan objek wisata tersebut masih menghadapi kendala utama
berupa keterbatasan infrastruktur, khususnya akses jalan menuju lokasi wisata sepanjang kurang
lebih 9 kilometer yang belum memadai. Selain itu, fasilitas penunjang wisata juga masih sangat
terbatas sehingga menghambat aksesibilitas wisatawan dan optimalisasi potensi ekonomi
masyarakat lokal.

Dari aspek hukum, pengembangan objek wisata Air Terjun Masongsor telah memiliki
landasan normatif yang kuat melalui berbagai peraturan perundang-undangan, seperti Undang-
Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
tentang Desa, serta Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup. Meskipun demikian, implementasi regulasi tersebut di lapangan belum berjalan
optimal, terutama dalam hal kelembagaan pengelolaan wisata dan keterlibatan masyarakat secara
formal. Penelitian ini juga menemukan bahwa pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan objek
wisata Air Terjun Masongsor masih bersifat informal dan belum terorganisir secara baik melalui
regulasi desa maupun kelembagaan seperti BUMDes. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan
antara aturan hukum (norma) dengan pelaksanaan di lapangan (implementasi), sehingga prinsip
pemberdayaan masyarakat belum sepenuhnya terwujud. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa
diperlukan penguatan sistem hukum melalui pembentukan regulasi tingkat desa, penguatan
kelembagaan pengelola wisata, serta peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan objek
wisata. Model pemberdayaan masyarakat berbasis community based tourism menjadi pendekatan
yang tepat untuk menjamin keadilan, keberlanjutan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat
Desa Waleo melalui pengembangan objek wisata Air Terjun Masongsor.
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